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MOTTO 
 
 
. . . ا  َبِّر ل ا  َمَّر َحَو  َع ْي  َ ب ْل ا  ُهَّل ل ا  َّل َح َأَو… 
…padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba… 
( Q.S Al-Baqarah ayat 275) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
  ix 
 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
  x 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ى  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
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2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ي  
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و  
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
  xii 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
  xiii 
 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر للهدمحلا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Novia Lestari, NIM: 15.21.1.1.132, “Tinjauan Fatwa Dsn Mui No.54 Tahun 
2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Di Bni Syariah Cabang 
Surakarta” 
Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan 
hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip 
Syariah. Fakta bahwa Syariah Card (kartu kredit Syariah) memang banyak 
dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel juga 
karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan 
mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Mengenai Syariah card 
terdapat beberapa ketentuan dalam Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang 
Syariah Card seperti ketentuan akad, ketentuan tentang batasan, ketentuan 
pengambilan fee, ta’widh dan denda keterlambatan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, hal ini 
dikarenakan penelitian ini turun langsung ke lapangan penelitian untuk 
memperoleh data-data yang diperlukan. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu 
sumber data primer (secara langsung) dari hasil wawancara dengan pihak yang 
terkait dan sumber data sekunder (tidak langsung) dengan mengkaji sumber data 
pustaka berupa dokumen, buku, catatan dan sebagainya. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad, pengambilan fee 
(biaya) dan ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang 
Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN 
MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, bahwa akad yang digunakan 
adalah akad kafa>lah, akad qard} dan akad ijara>h. Pengambilan biaya-biaya adalah 
biaya tahunan, biaya bulanan, biaya atas fasilitas penggunaan kartu dan terdapat 
cash rebate dari bank kepada nasabah yang besarannya dapat berubah sewaktu-
waktu sesuai dengan kebijakan dari bank. Penetapan ta’widh sebagai biaya ganti 
rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran 
kewajiban yang jatuh tempo. 
 
Kata kunci : Kartu Kredit Syariah, akad, fee (biaya), ta’widh. 
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ABSTRACT 
 
Novia Lestari, NIM: 15.21.1.1.132, "A Review of Fatwa DSN MUI No.54 
of 2006 Concerning Syariah Card on iB Hasanah Card Product at BNI Syariah 
Branch Office in Surakarta" 
Syariah card is a card that functions like a credit card with a legal 
relationship (based on an existing system) between the parties based on Syariah 
principles. The fact that Syariah Card is indeed needed because its essence is 
practical, safe, and flexible as well as its function can provide financial protection 
in the form of sudden needs and ease of transactions for the public. Regarding 
Syariah card, there are several provisions in the Fatwa DSN MUI No. 54 of 2006 
concerning Syariah Card, such as the terms of the agreement, provisions on 
restrictions, provisions on fee collection, ta'widh and late fees. 
This study used a qualitative field research method, this was because this 
study went directly to the research field to obtain the necessary data. There were 
two research data sources, namely primary data sources (directly) from interviews 
with related to the parties and secondary data sources (indirectly) by examining 
library data sources in the form of documents, books, notes and so on. 
The result of this study showed that the implementation of the agreement, 
taking fees (fees) and ta'widh on iB Hasanah Card product at BNI Syariah Branch 
Office in Surakarta were based on the provisions contained in Fatwa DSN MUI 
No.54 of 2006 Concerning Syariah Card, that the agreement which was used as a 
kafa>lah agreement, qard} agreement, and ijara>h agreement. The collection fees 
were annual fees, monthly fees, fees for card usage facilities and there was a cash 
rebate from the bank to the customer in which the amount can change at any time 
based on the policies of the bank. The determination of ta'widh as compensation 
cost to be paid by customers who delayed payment of obligations due. 
 
Keywords: Syariah Credit Card, agreements, fees, ta'widh. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak 
mengandalkan pada bunga, melainkan operasional dan produknya dikembangkan 
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw. Bank Islam adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 
dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
1
 Sebagai pengganti dari mekanisme 
bunga, bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik 
adalah bagi hasil (profit and loss sharing).
2
 Prinsip syariah Islam dalam 
pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu 
dan masyarakat. Bank syariah berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, 
transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan 
prinsip syariah. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil.
3
 
Produk yang ditawarkan perbankan syariah terdapat tiga bagian besar 
seperti produk penyaluran dana meliputi pembiayaan yang menggunakan akad 
mura>bahah, salam, istishna>’, ija>rah, musya>rakah, mudha>rabah, qard}, wakâlah dan 
kafâlah, produk penghimpunan dana meliputi giro, tabungan dan deposito yang 
                                                          
1
 Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 
hlm.2. 
 
2
 Jaka Susila, “Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmu Syari'ah 
Dan Hukum al-ahka>m, (Surakarta), Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm.135-136. 
 
3
 Ibid., hlm.5. 
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menggunakan akad wadi>’ah dan mudha>rabah, dan produk jasa meliputi sewa 
menggunakan akad ija>rah.4 
Perkembangan transaksi bisnis modern tidak bisa lepas dari perkembangan 
teknologi. Seiring perkembangan teknologi, ternyata mampu mendorong semakin 
berkembangnya ekonomi modern. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang 
semakin kompleks, menuntut adanya sebuah cara yang cepat, tepat, aman dan 
juga halal untuk mempermudah dalam transaksi bisnis. Salah satu hasil 
pemanfaatan teknologinya adalah kartu kredit. Dalam transaksi modern, 
keberadaan kartu kredit terbukti menjanjikan kemudahan dalam melakukan 
pembayaran. Namun sangat perlu diketahui, tanpa adanya etika bisnis yang 
mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, kartu kredit yang seharusnya berfungsi 
sebagai sarana kemudahan, justru membentuk tradisi riba dan perilaku konsumtif.
5
 
Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu 
kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa 
dengan menggunakan kartu kredit. Apabila diperhatikan dalam praktek 
pelaksanaan penggunaan kartu kredit merupakan kumpulan perjanjian, dimana 
dalam prakteknya terdapat beberapa perjanjian yaitu perjanjian jual beli, 
perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian jaminan perorangan.
6
 
                                                          
4
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam analisis fiqh dan keuangan, (Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, 2016), hlm.97. 
 
5
 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), 
hlm.249-250. 
 
6
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000) hlm.108. 
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Di Indonesia saat ini perkembangan antara kartu kredit konvensional dengan 
syari’ah card (kartu kredit syari’ah) berjalan beriringan. Walaupun kartu kredit 
konvensional telah mapan dalam perkembangan bisnis di Indonesia, namun 
perkembangan syari’ah card saat ini juga sudah tidak dipandang sebelah mata bagi 
jalannya roda perekonomian. Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia 
membuat daya tarik tersendiri bagi perputaran perekonomian. Sehingga 
masyarakat mempunyai alternatif pilihan apakah menggunakan kartu kredit 
konvensional ataupun syari’ah card. Perbedaan antara kartu kredit konvensional 
dengan syari’ah card ialah pada syari’ah card tidak diperkenankan untuk 
memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau fee dari setiap transaksi sedangkan 
pada kartu kredit konvensional lebih kepada berbasis bunga karena berasumsikan 
time value of money, bahwa uang yang sejatinya hanyalah alat tukar berubah 
menjadi komoditas yang dapat beranak pinak hanya karena kesempatan dan faktor 
waktu saja, tanpa faktor peran manusia yang mengusahakannya. Selain itu, yang 
membedakan antara keduanya adalah dasar hukumnya yaitu pada kartu kredit 
konvensional menggunakan payung hukum Undang-Undang Perbankan, 
sedangkan syari’ah card didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syari’ah 
dan Fatwa DSN MUI, dilihat dari penerbit kartu, pada kartu kredit konvensional 
diterbitkan oleh bank umum konvensional, sedangkan syari’ah card diterbitkan 
oleh perbankan syari’ah, dilihat dari perjanjiannya yaitu pada syari’ah card 
menggunakan 3 (tiga) akad, diantaranya kafa>lah, qard} dan ija>rah, sedangkan pada 
kartu kredit konvensional tidak ada.
7
  
                                                          
7
 Hengki Firmanda, “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan 
4 
 
 
 
Pada tanggal 9 Februari 2008. BNI Unit Usaha Syariah (BNI syariah) 
bersama dengan Mastercard Worldwide meluncurkan Hasanah Card. BNI Syariah 
menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah.
8
 
Adanya fakta bahwa Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) memang banyak 
dibutuhkan karena esensinya yang bersifat praktis, aman, dan fleksibel juga 
karena fungsinya dapat memberikan proteksi keuangan berupa adanya keperluan 
mendadak dan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat. Bagi perbankan Syariah 
kehadiran Syariah Card sudah tentu menjadi bentuk layanan kepada nasabah yang 
ingin memperoleh kemudahan dalam menjaga loyalitas nasabah.
9
 
Aturan mengenai kartu kredit syariah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 54 
Tahun 2006 tentang Syariah Card, terdapat dalam ketentuan umum bahwa Syariah 
Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum 
(berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip 
Syariah. Sebagaimana diatur dalam fatwa ini terdapat beberapa ketentuan, seperti 
ketentuan akad, ketentuan tentang batasan (Dhawabith wa Hudud), ketentuan 
pengambilan fee, ta’widh dan denda keterlambatan. Fee (Biaya) adalah beban atas 
jasa yang diberikan atau dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit. 
Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan penerbit kartu 
                                                                                                                                                               
Maslahah”, Jurnal Ilmu Hukum, (Pekanbaru), Vol.4 Nomor.2, 2014, hlm. 255-256. 
 
8
 Nama produk kartu kredit syari’ah  dikutip dari http://www.bni.co.id. diakses 20 Februari 
2019. 
 
9
 Ulul Azmi Mustofa, “Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah”, Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam, (Surakarta), Vol. 01, No. 01, 2015, hlm. 23. 
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akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah 
jatuh tempo.
10
 
Pada produk hasanah card di BNI Syariah terdapat pengambilan biaya 
penagihan yang memuat rincian pembayaran, pembelanjaan, annual membership 
fee (biaya tahunan), monthly membership fee (biaya bulanan), cash rebate 
(potongan biaya), dan biaya administrasi. Serta setiap bulan pemegang kartu akan 
menerima lembar penagihan (billing statement), yang isinya kegiatan-kegiatan 
transaksi hasanah card BNI Syari’ah. Serta mengenai biaya ta’widh (biaya 
penagihan) yang dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang 
kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
11
 
Dalam penelitian ini pengamatan pada produk iB hasanah card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta dengan memfokuskan pada penerapan akad, 
pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah 
Cabang Surakarta. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini akan mengkaji 
mengenai penerapan akad,  fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di 
BNI Syariah Surakarta harus disesuaikan dengan prinsip syariah. sehingga 
penelitian ini berjudul “TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.54 TAHUN 2006 
TENTANG SYARIAH CARD PADA PRODUK iB HASANAH CARD DI 
BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA” 
 
                                                          
10
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Erlangga, 2014), 
hlm.308. 
 
11
 Wawancara dengan informan praktisi Ibu Siti Qomariyah (Customer Service), 4 Januari 
2019, jam 14.30-15.00. 
6 
 
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diambil 
beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada 
produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta? 
2. Apakah pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk 
iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan 
Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 
berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan 
ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta. 
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan 
ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah 
Card. 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat praktis maupun teoritis 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
sumbangan ilmu bagi ilmu hukum dan hukum Islam, sebagai bahan masukan 
untuk penelitian selanjutnya agar menambah kajian keilmuan dengan 
mengulas secara lebih khusus tentang kesesuaian Fatwa DSN MUI terhadap 
pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk iB 
Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa 
DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 
pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk iB 
hasanah card di BNI Syariah Cabang Surakarta dan sebagai pengembangan 
yang lebih baik untuk BNI Syariah Cabang Surakarta. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Kartu Kredit 
Secara bahasa kata  ةق اطبلا (kartu) digunakan untuk potongan kertas 
kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan 
dengannya.
12
 Sementara kata ن امتءا secara bahasa artinya adalah kondisi 
                                                          
12
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Total Media, 2009), 
hlm. 44. 
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aman dan saling percaya.
13
 Dalam kebiasaan usaha artinya semacam 
pinjaman, yakni yang berasal dari kepercayaan (pemberi pinjaman) terhadap 
peminjam dan sikap amanahnya serta kejujurannya. Oleh sebab itu dana itu 
dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. Secara terminologis 
kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya 
yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan 
barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang.
14
 
Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang 
hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak 
berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.
15
 Dalam kartu 
kredit syariah terdepat beberapa ketentuan seperti terdapat iuran tahunan, 
batas fasilitas kredit, batas penarikan uang tunai, dan denda. 
2. Akad  
Akad menurut istilah al-rabth yaitu menghimpun atau mengumpulkan 
dua ujung tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya 
bersambung dan menjadi seperti seuntas tali yang satu.
16
 Akad juga dapat 
diartikan sebagai suatu ikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara dua belah 
pihak yang akibat hukum dari akad tersebut ditandai dengan ijab dan qabul 
                                                          
13
 Ibid., hlm. 102.  
 
14
 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam, terj. Abu Umar 
Basyir, (Jakarta:Darul Haq, 2001), hlm. 299-300. 
 
15
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah…, hlm.302. 
 
16
 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm.75. 
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dalam bentuk suatu ungkapan atau ucapan.
17
 Dalam tinjauan fikih kartu kredit 
merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu qard} (utang), kafâlah (jaminan), 
dan ija>rah (jasa).18 
3. Fee 
Fee diartikan sebagai ongkos adalah beban atas jasa yang diberikan 
atau dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit, sedangkan fee dalam 
arti upah adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan 
karena penggunaan keahlian di bidang tertentu.
19
 Dewan Syariah Nasional 
memfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan (membership fee) 
sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah 
melakukan penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh 
bank sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun.
20
 
4. Ta’widh  
Kata al-Ta’widh berasal dari kata ‘Iwadh ضوع yang artinya ganti atau 
kompensasi. Sedangkan ta’widh sendiri secara bahasa berarti mengganti 
(rugi) atau membayar kompensasi.
21
 Ta’widh adalah ganti rugi yang harus 
dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh 
tempo, yang mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian dalam bentuk 
                                                          
17
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, praktik, kritik, (Yogyakarta : Kalimedia, 
2018), hlm.105. 
 
18
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor:Berkat Mulia 
Insani, 2012), hlm.480. 
 
19
 Sujana Ismaya,Kamus Perbankan, (Bandung : CV Pustaka Gravika, 2006), hlm. 
106. 
 
20
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer…, hlm.481. 
 
21
 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Jakarta : Kashiko, 2000), hlm. 449. 
10 
 
 
 
tidak mampunya bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ke pihak 
lain atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena 
kredit macet.
22
 
5. Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.  Dewan Syariah 
Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan 
Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, 
Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan 
untuk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas 
pokok seperti menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, 
mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa 
atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang 
telah dikeluarkan.
23
 
Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang 
hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak 
berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. 
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 Ibid., hlm.472. 
 
23
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah…, hlm.4-5. 
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b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit 
kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan 
penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah). 
c. Membership Fee (rusum al-’udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, 
termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai 
imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan 
kesepakatan. 
d. Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit 
kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai 
upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) 
dan penagihan (tahsil al-dayn); 
e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk 
penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). 
f. Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar 
kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
g. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan 
pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana 
sosial.
24
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
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F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi karya Irna Dwi Ramadhani dengan judul “Analisis Akad Yang 
Terkandung Dalam Penggunaan Kartu Kredit Perspektif Ulama Kontemporer”, 
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017, yang 
membahas akad yang ada pada kartu kredit berdasarkan perspektif ulama 
kontemporer. Fokus penelitian tersbut adalah apa saja akad yang digunakan untuk 
pelaksanaan pembiayaan kartu kredit yang dianalisis berdasarkan pemikiran 
ulama kontemporer. Hasil penelitian ini akad yang terkandung dalam penggunaan 
kartu kredit menurut fikih Islam yaitu akad qard}, akad kafâlah dan akad ija>rah, 
sedangkan menurut ulama kontemprer akad yang terkandung dalam penggunaan 
kartu kredit yaitu akad taukil, akad kafâlah, akad qard hasan dan akad wakalah.25 
Sedangkan beda penelitian ini adalah lebih fokus pada pelaksanaan akad, 
pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah 
Cabang Surakarta yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 
Tentang Syariah Card. 
Skripsi karya Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah dengan judul “Kajian 
Hukum Islam Terhadap Akad Kartu Kredit Hasanah Card Pada Bank BNI 
Syariah”, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2016, yang membahas sistem akad pada kartu kredit yang bernama Hasanah Card 
pada BNI Syariah serta penerapan akad pada produk hasanah card yang dikaitkan 
dengan pandangan hukum Islam. Hasil penelitian disini keseluruhan proses akad 
                                                          
25
 Irna Dwi Ramadhani, “Analisis Akad Yang Terkandung Dalam Penggunaan Kartu 
Kredit Perspektif Ulama Kontemporer”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2017.hlm.13. 
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yang dilakukan oleh pihak bank BNI syariah sudah sesuai dengan ajaran hukum 
Islam.26 Sedangkan beda penelitian ini adalah lebih fokus pada pelaksanaan akad, 
pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah 
Cabang Surakarta yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 
Tentang Syariah Card. 
Skripsi karya Yandy Irwan Hartanto dengan judul “Penerapan Produk 
Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Pekanbaru”, mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012, yang membahas 
penerapan produk BNI Syariah yang ditinjau dari ekonomi Islam mengenai 
ketentuan tentang batasan minimum penghasilan nasabah. Hasil penelitian ini 
bahwa BNI Hasanah Card menerapkan Ketentuan tentang batasan (Dhawabith 
waudud) minimum penghasilan rata-rata pertahun tiap nasabahnya,
 27
 Sedangkan 
beda penelitian ini adalah lebih fokus pada pelaksanaan akad, pengambilan fee 
(biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah Cabang Surakarta 
yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah 
Card. 
Skripsi karya Miftakhul Zannah dengan judul “Implementasi Fatwa DSN 
MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card (Studi BNI Syariah Bandar 
Lampung)”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan 
Lampung, 2017, yang membahas implementasi akad kartu kredit syariah pada 
                                                          
26
 Intan Viana Zahrotun Nurul Uswah, “Kajian Hukum Islam Terhadap Akad Kartu 
Kredit Hasanah Card Pada Bank BNI Syariah”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2016, hlm.14. 
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 Yandy Irwan Hartanto, “Penerapan Produk Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang 
Pekanbaru”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim 
Riau, 2012, hlm.78. 
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BNI Syariah Bandar Lampung serta fokus pada kesesuaian implementasi akad 
pada kartu kredit dengan fatwa DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card.
28
 Sedangkan beda penelitian ini adalah lebih fokus pada 
pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya)  dan ta’widh pada produk hasanah 
card di BNI Syariah Cabang Surakarta yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI 
NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card. 
Skripsi karya Willy Fahmi Azis dengan judul “Studi Diferensia Produk 
Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank 
BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah)”, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, yang membahas mengenai perbedaan dan 
ciri khas masing-masing produk seperti perbedaan produk, layanan, teknologi, 
tarif, dan kecanggihan pada kartu kredit syariah antara Bank BNI Syariah dengan 
CIMB Niaga Syariah. Hasil penelitian ini bahwa diferensiasi teknologi, kartu 
kredit syariah sudah memiliki kecanggihan yang sama seperti kartu kredit pada 
umumnya. Dari diferensiasi harga, didapat bahwa tarif atau biaya yang timbul dari 
BNI Hasanah Card lebih murah dibanding dengan CIMB Niaga Syariah Gold 
Card, namun dari biaya membership fee CIMB Niaga Syariah lah yang unggul 
karena free for life time. Dari diferensiasi produk, layanan, dan user experience, 
didapat bahwa perbedaan diantara kedua produk tersebut terlihat dari segi tarif.
29
 
Sedangkan beda penelitian ini adalah lebih fokus pada pelaksanaan akad, 
                                                          
28
 Miftakhul Zannah, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card (Studi BNI Syariah Bandar Lampung)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah 
dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, Lampung 2017, hlm. 69. 
 
29
 Willy Fahmi Azis“Studi Diferensia Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah 
Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah)”, Skripsi tidak 
terbit, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015, hlm. 73. 
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pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah 
Cabang Surakarta yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 
Tentang Syariah Card. 
Jurnal karya Hengki Firnanda dengan judul “Syariah Card (Kartu Kredit 
Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan Maslahah” yang membahas mengenai 
syariah card yang ditinjau dari asas utilitas dan maslahah. Mengkaji mengenai 
aspek manfaat yang bersifat keduniawian saja di mana dikatakan manfaat apabila 
memberikan manfaat langsung dan secara nyata. Sedangkan dilihat berdasarkan 
perspektif asas maslahah maka bukan hanya melihat manfaat langsung atau 
manfaat keduniawiannya saja, melainkan juga melihat manfaat untuk 
akhiratnya.
30
 Sedangkan beda penelitian ini adalah lebih fokus pada pelaksanaan 
akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI NO.54 
Tahun 2006 Tentang Syariah Card. 
Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu 
membahas mengenai kartu kredit syariah dan fatwa DSN MUI. Perbedaaan 
dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan pelaksanaan akad, pengambilan 
fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah Cabang 
Surakarta yang akan di analisis kesesuaian dengan fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 
2006 Tentang Syariah Card. 
 
 
 
                                                          
30
 Hengki Firmanda, “Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau Dari Asas Utilitas dan 
Maslahah”,…hlm. 285. 
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G. Metode Penelitian 
Metode dalam penulisan dan penyusunan penelitian menggunakan metode 
penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data-data, diantaranya : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 
penelitian yang turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh 
data-data yang diperlukan.
31
 Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan 
masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan 
(sosial) maupun lembaga-lembaga pemerintahan.
32
 Dengan maksud dapat 
memahami mengenai persoalan yang berkaitan dengan penerapan akad, 
pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku-
buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori 
hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, guna mengumpulkan data yang bersumber dari 
subyek yang diteliti. Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 
                                                          
31
 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir dan Meneliti Secara ilmiah, (Jakarta : PT. 
Grasindo, 1992), hlm. 88. 
 
32
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press, 2003), hlm. 31. 
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a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung yang 
diperoleh dari sumber asli, dilakukan dengan teknik wawancara dan 
sebagai hasil dari kegiatan itu sendiri bisa berupa tulisan, rekaman.
33
 
b. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak diperoleh langsung dari 
pihak yang diperlukan datanya, dengan mengkaji sumber data pustaka 
yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih 
berhubungan atau relevan dengan penelitian ini.
34
 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian akan dilaksanakan di BNI Syariah Cabang Surakarta yang 
beralamat JL. Brigjen Slamet Riyadi No. 318, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, 
Jawa Tengah 57141, Indonesia dan waktu penelitian dilakukan dari bulan 
Februari 2019 sampai dengan Juni 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
a. Wawancara 
Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan cara wawancara secara 
langsung untuk mendapatkan data yang akurat untuk keperluan proses 
pemecahan masalah. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan 
cara tanya jawab secara lisan  dan bertatap muka langsung dengan pihak-
pihak yang berkaitan.
35
 Terkait wawancara akan dilakukan dengan para 
                                                          
33
 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 
Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), hlm.88. 
 
34
 Kuntjojo, Metodologi Penelitian, (Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), 
hlm. 16. 
 
35
 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 
2017), hlm. 151. 
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pihak di BNI Syariah Cabang Surakarta yaitu Sales Officer (Pemasaran) 
dan Customer Service. 
b. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data 
berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan 
serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan 
masalah penelitian.
36
 Disini terkait dengan brosur, data dan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan penerapan akad, pengambilan fee 
(biaya) dan ta’widh pada produk hasanah card di BNI Syariah Cabang 
Surakarta 
5. Teknik Analisis data 
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik analisa 
data metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode analisa data yang 
dimulai dari data-data umum, kemudian menghubungkan dengan data-data 
khusus sebagai pangkal pengambilan keputusan.
37
 Dalam penelitian ini 
metode deduktif digunakan untuk menganalisa data-data umum dengan sudut 
pandang Fatwa DSN MUI NO.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta, sehingga dapat diambil kesimpulan. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman penelitian ini, maka 
disusuna dengan sistematika sebagai berikut : 
                                                          
36
 Ibid., hlm.152. 
 
37
 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm.66. 
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BAB I pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, 
metodologi penelitian dan sistematika penulisan.   
BAB II memuat tentang landasan teori, yang membahas tentang kartu kredit 
syariah serta menguraikannya meliputi pengertian kartu kredit syariah, akad,  
pengertian fee, ta’widh, dan fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 Tentang Syariah 
Card. 
BAB III memuat tentang gambaran umum BNI Syariah Cabang Surakarta 
yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk, 
penjelasan mengenai produk hasanah card serta pelaksanaan akad, pengambilan 
fee (biaya)  dan ta’widh Produk Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta. 
BAB IV menganalisis data yang diperoleh dari bab sebelumnya mengenai 
pelaksanaa akad, pengambilan fee (biaya)  dan ta’widh Produk Hasanah Card di 
BNI Syariah Cabang Surakarta dengan fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006 
Tentang Syariah Card. 
BAB V yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian 
akhir akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
KARTU KREDIT, AKAD KAFÂLAH, QARD}, IJA>RAH DAN FATWA DSN 
MUI NO.54 TAHUN 2006 TENTANG SYARIAH CARD 
 
A. Kartu Kredit  
1. Pengertian Kartu Kredit dan Kartu Kredit Syariah 
Secara bahasa kata  ةق اطبلا (kartu) digunakan untuk potongan kertas 
kecil atau dari bahan lain, diatasnya ditulis penjelasan yang berkaitan 
dengannya.
1
 Sementara kata ن امتءا secara bahasa artinya adalah kondisi aman 
dan saling percaya.
2
 Secara terminologis kartu kredit adalah kartu yang 
dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh 
pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta 
pelayanan tertentu secara hutang.
3
 Kartu kredit adalah alat pembayaran 
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 
termasuk transaksi pembelanjaan dan untuk melakukan penarikan tunai 
dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh 
penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban 
pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus 
(charge card) maupun secara angsuran.
4
  
                                                          
1
 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm. 
44. 
 
2
 Ibid., hlm. 102. 
 
3
 Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam, terj. Abu Umar Basyir, 
(Jakarta:Darul Haq, 2001), hlm. 299-300. 
 
4
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, 
(Jakarta : Prenada Group, 2014), hlm. 448. 
21 
 
 
 
Kartu kredit syariah yang juga disebut syariah card adalah yang 
berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem 
yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana 
diatur dalam fatwa.
5
  
2. Pihak-Pihak yang Terkait  
Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu 
kredit, sebagai berikut : 
a. Issuer (penerbit) adalah pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan 
mengelola suatu kartu. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan 
dan perusahaan non lembaga keuangan yang mendapatkan izin dari 
Departemen Keuangan. 
b. Card holder (pemegang kartu) adalah terdiri atas perseorangan yang 
telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit 
untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu 
sesuai dengan kegunaannya.  
c. Merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atau 
transaksi jual beli barang atau jasa. Merchant dapat berupa pedagang, 
toko, hotel, restoran, travel biro dan lainnya, yang sebelumnya telah 
melakukan perjanjian dengan issuer dan atau acquirer.
6
 
 
                                                          
5
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Erlangga, 2014), 
hlm.302. 
 
6
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 118. 
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3. Syarat-Syarat Kartu Kredit Syariah 
Syarat-syarat kartu kredit syariah sebagai berikut :
7
 
a. Iuran tahunan dibebankan atas penerbitan kartu dalam rangka menutup 
pengeluaran yang berhubungan dengan penerbitan kartu dan 
penggunaannya. 
b. Batas fasilitas kredit yang bebas bunga. 
c. Kartu kredit memberikan hak kepada pemegangnya untuk membayar 
barang atau jasa yang dibelinya dari pedagang (merchant) yang 
menerima pembayaran dari pelanggannya dengan menggunakan kartu 
kredit sampai batas fasilitas kredit tertentu yang ditetapkan oleh penerbit 
bagi pemegang kartu. 
d. Batas penarikan dana tunai untuk keadaan darurat. 
e. Pemegang kartu membayar sejumlah utang pokok setiap bulan dan sisa 
saldo tertunggak di bulan berikutnya yang tidak dikenakan bunga.  
f. Denda yang dibebankan untuk mencegah terjadinya kelalaian oleh 
pemegang kartu dan denda tersebut digunakan untuk keperluan amal. 
g. Pemegang kartu harus menggunakan kartu untuk tujuan-tujuan yang 
tidak dilarang oleh syariah. 
 
 
 
 
                                                          
7
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya,… 
hlm. 451-452. 
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4. Akad dalam Syariah Card 
Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan 
suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga 
terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.8 Akad 
yang digunakan dalam Syariah Card sebagai berikut : 
a. Kafâlah (jaminan) 
Kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau 
pihak yang ditanggung. Kafâlah juga dikatakan sebagai akad pemberian 
jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dimana 
pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang 
menjadi hak penerimaan jaminan.
9
 Kafâlah hukumnya diperbolehkan 
berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai berikut :10 
Firman Allah QS. Yusuf ayat 72 : 
 ِه ِب َءا َج ْن َم ِلَو ِك ِل َم ْل ا َعاَو ُص ُد ِق ْف  َ ن او ُلا َق  
  مي ِعَز ِه ِب ا َن َأَو ٍير ِع َب ُلِْحِ 
 
Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".
11
 
 
 
                                                          
8
 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45 
 
9
 Nurul Huda dkk., Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,(Jakarta : 
kencana, 2010), hlm. 107. 
 
10
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.435. 
 
11
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid V (Jakarta : Lentera Abadi, 
2010), hlm.20. 
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Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa': 
 َلاَق َف ،اَه ْ يَلَع َيِّلَصُِيل ٍَةزاَنَِبِ َتُِأ َمَّلَسَو ِهِلآَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ : ْلَه 
اْوُلَاق ؟ٍنْيَد ْنِم ِهْيَلَع : َلاَق َف ،ىَرْخُأ ٍَةزاَنَِبِ َتُِأ َُّثُ ،ِهْيَلَع ىَّلَصَف ،َلا : ْلَه 
اْوُلَاق ؟ٍنْيَد ْنِم ِهْيَلَع : َلَاق ،ْمَع َن : َةَداَت َق ْو َُبأ َلَاق ،ْمُكِبِحاَص ىَلَع اْوُّلَص : 
 ِهْيَلَع ىَّلَصَف ،ِللها َلْوُسَر َاي ُهُن ْيَد َّيَلَع. 
"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-
laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai 
utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. 
Kemudian dihadap-kan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 
'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah 
berkata, 'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau 
menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin 
utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah 
tersebut."
12
 
 
Rukun dan syarat kafâlah antara lain:
13
 Adapun rukun kafâlah 
adalah : 
1) Pihak penjamin (kafil). 
2) Pihak yang dijamin (Mafkul ‘anhu). 
3) Pihak yang menerima hak tanggungan (Mafkul lahu). 
4) Objek tanggungan (makful bih). 
5) Sighat (ijab qabul) 
Syarat kafâlah adalah : 
1) Seorang kafil (penjamin) disyaratkan telah baliq dan berakal dan 
tanpa adanya paksaan.  
                                                          
12
 Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Bandung : Mizan, 2010), hlm.356. 
 
13
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2008), hlm 248-250. 
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2) Mafkul ‘anhu (pihak yang dijamin) disyaratkan memiliki 
kemampuan untuk menerima objek pertanggungan, baik dilakukan 
oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. 
3) Mafkul lahu (pihak yang menerima tanggungan) disyaratkan telah 
baliq dan berakal. 
4) Makful bih (objek pertanggungan) diisyaratkan harus bersifat 
mengikat terhadap diri tertanggung, tidak bisa dibatalkan tanpa 
adanya sebab yang dibenarkan oleh syara’. 
5) Sighat, disyaratkan bisa diekspresikan dengan ungkapan yang 
menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu atau 
menjalankan kewajiban. 
Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi 
Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) 
yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, 
dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 
Atas pemberian kafâlah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah 
kafâlah).
14
 
b. Qard} (utang) 
Qard} berarti suatu akad dengan membayarkan harta mitsli> kepada 
orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.
15
 Qard} adalah 
memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada 
                                                          
14
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318. 
 
15
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 
hlm. 144. 
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tambahan. Diartikan juga sebagai suatu akad khusus ketika memberikan 
suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang 
sama.
16
 Landasan hukum qard} sebagai berikut : 
Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 
   ۚ  ِناَو ْد ُع ْل اَو ِْثُ ِْلْا ى َل َع او ُنَوا َع  َ ت َلاَو   ۚ  ٰىَو ْق َّ تلاَو ِِّبِ ْل ا ى َل َع او ُنَوا َع  َ تَو
 ِبا َق ِع ْل ا ُدي ِد َش َهَّلل ا َّن ِإ   ۚ  َهَّللا او ُقَّ ت اَو 
 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya.”17 
 
 
Rukun akad qard} sebagai berikut :18 
1) Muqrid (da’in), yaitu pihak yang member pinjaman harta atau yang 
memiliki piutang. 
2) Muqtaridh (madin), yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau 
yang memilki utang. 
3) Al-qardh (al-ma’qud ‘alaih), yaitu harta yang dipinjamkan yang 
wajib dikembalikan padanannya kepada pemilik. 
4) Sighat al-‘aqd, yaitu pernyataan ijab dan qabul. 
 
 
                                                          
16
  Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta 
: Mizan Publika, 2010), hlm. 51. 
 
17
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid II (Jakarta : Lentera Abadi, 
2010), hlm.349. 
 
18
 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Mu’amalah Maliyyah, (Bandung : Simbiosa 
Rekatama Media, 2017), hlm.81. 
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Syarat akad qard} sebagai berikut :19 
1) Muqrid (da’in), itu layak untuk melakukan tabarru’, karena qard} itu 
pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru’ tanpa ada 
penggantian. 
2) Harta muqtaridh (madin) berasal dari harta mitsli>, yaitu harta yang 
dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan. 
3) Ada serah terima barang, karena qard} merupakan bagian dari 
tabarru’ sementara tabarru’ hanya sempurna dengan adanya serah 
terima barang. 
4) Qard} itu memberikan manfaat kepada muqtaridh, sehingga tidak 
diperbolehkan dalam qard} itu muqrid mensyaratkan adanya 
tambahan kepada muqtaridh pada saat pengembalian. 
Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) 
kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank 
atau ATM bank Penerbit Kartu.
20
 
c. Ija>rah (jasa) 
Ija>rah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian. Ija>rah juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak 
guna barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran 
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
21
 
                                                          
19
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah,… hlm. 146. 
 
20
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318. 
 
21
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah,…hlm. 88. 
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Rukun dan syarat ija>rah terdiri dari dua orang yang melakukan akad, 
sighat, ujrah dan manfa’ah.22 Landasan hukum ija>rah sebagai berikut : 
Firman Allah QS. Al-Qashash ayat 26 : 
 َتْر َج ْأ َت ْس ا ِن َم َر  ْ ي َخ َّن ِإ   ۖ  ُهْر ِج ْأ َت ْس ا  ِت َب َأ ا َي اَُهُا َد ْح ِإ ْت َلا َق
 ُي ِمَْلْا ُّيِو َق ْل ا  
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
23
 
 
Dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, 
Pemegang Kartu dikenakan membership fee.
24 
B. Fee (Biaya) 
1. Pengertian Fee (Biaya) 
Fee diartikan sebagai ongkos adalah beban atas jasa yang diberikan atau 
dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit, sedangkan fee dalam arti 
upah adalah balas jasa berupa uang kepada perseorangan atau perusahaan 
karena penggunaan keahlian di bidang tertentu.
25
  
2. Ketentuan Fee (Biaya) 
Dalam penerbitan kartu kredit, issuer mengharuskan card holder untuk 
membayar membership fee ataupun revolving card fee jika ingin 
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 Ibid., hlm.89. 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid VII (Jakarta : Lentera 
Abadi, 2010), hlm.279-280. 
 
24
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318 
. 
25
 Sujana Ismaya,Kamus Perbankan, (Bandung : CV Pustaka Gravika, 2006), hlm. 
106. 
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memperbaharui keanggotannya ketika telah selesai masa validitas kartu kredit 
atau biaya ganti kartu baru kehilangan, rusak atau kecurian. Fee (biaya) ini 
merupakan kompensasi layanan pihak bank terkait dengan kartu kredit. Fee 
tersebut merupakan ganti rugi atas biaya administrative, servis karyawan, 
persiapan pembuatan kartu, biaya komunikasi dan kerjasama dengan pihak-
pihak terkait atau layanan lainnya.
26
 Dewan Syariah Nasional memfatwakan 
boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan (membership fee) sebagai 
imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan 
penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank 
sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun.
27
 
C. Ta’widh 
1. Pengertian Ta’widh 
Kata al-Ta’widh berasal dari kata ‘Iwadh ضوع yang artinya ganti atau 
kompensasi. Sedangkan ta’widh sendiri secara bahasa berarti mengganti 
(rugi) atau membayar kompensasi.
28
 Ta’widh adalah ganti rugi yang harus 
dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh 
tempo, yang mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian dalam bentuk 
tidak mampunya bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ke pihak 
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28
 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Jakarta : Kashiko, 2000), hlm. 
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lain atau hilangnya yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit 
macet.
29
  
2. Ketentuan Ta’widh 
Syarat sahnya ta’wīdh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud yaitu biaya-biaya riil yang 
dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan. 
Jumlah atau besarnya ta’widh sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) 
yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 
diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang 
(opportunity loss).
30
 
D. Fatwa DSN MUI tentang Syariah Card 
1. Sejarah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia 
Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari’ah yang diselenggarakan 
MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan 
perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah 
Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan MUI 
menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 
tentang Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional MUI. Dewan Pimpinan MUI 
mengadakan acara ta’aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 
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1999 di Hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya 
mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan 
mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI. 
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah 
perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang 
perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat 
Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi 
para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah 
ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan 
ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam 
penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 
ada di lembaga keuangan syariah.
31
 
Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.  Dewan Syariah 
Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan 
Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, 
Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan 
untuk lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional mempunyai tugas 
pokok seperti menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, 
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mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa 
atas produk dan jasa keuangan syariah dan mengawasi penerapan fatwa yang 
telah dikeluarkan.
32
 
2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional 
Tugas DSN-MUI sebagai berikut :
33
 
a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan 
LPS lainnya; 
b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS 
lainnya; 
c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa 
tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat 
diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan LPS 
lainnya; 
e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi 
anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut 
Rekomendasi ASPM; 
g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah 
bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; 
h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, 
produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
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i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya 
yang memerlukan; 
j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, 
LBS, dan LPS lainnya; 
k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi 
keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 
l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 
Wewenang DSN-MUI sebagai berikut :
34
 
a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-
MUI; 
b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 
c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, 
dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 
d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya 
mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga 
yang bersangkutan; 
e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan 
usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 
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f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam 
maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang 
keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. 
3. Pengertian Fatwa 
Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa arab yang member arti 
pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang 
ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum 
syara’ tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang 
dipercaya dan terkenal keilmuannya dakam bidang ilmu agama (untuk 
mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Fatwa Dewan 
Syariah Nasional mempunyai peran yang penting dalam upaya 
pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-
MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga 
keuangan syariah, karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan 
syariah mengacu pada system hukum yang dibangun berdasarkan Al-Qur’an 
dan Sunnah (hadits) yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama 
bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada 
umumnya.
35
 
4. Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card 
Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang 
Syariah Card mempunyai beberapa ketentuan yaitu :
36
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a. Ketentuan Umum, Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
1) Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang 
hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para 
pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa 
ini. 
2) Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak 
penerbit kartu (mushdir al-bitha>qah), pemegang kartu (hamil al-
bitha>qah) dan penerima kartu (merchant, ta>jir atau qa>bil al-
bitha>qah). 
3) Membership Fee (rusum al-’udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, 
termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, 
sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya 
berdasarkan kesepakatan. 
4) Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada 
penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan 
kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), 
pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn); 
5) Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas 
untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). 
6) Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 
oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 
membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
36 
 
 
 
7) Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat 
keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya 
sebagai dana sosial. 
b. Ketentuan Akad 
Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah sebagai berikut :
37
 
1) Kafa>lah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi 
Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar 
(dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan 
Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank 
Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafa>lah, penerbit kartu dapat 
menerima fee (ujrah kafa>lah). 
2) Qard; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman 
(muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan 
tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 
3) Ijara>h; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah 
ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. 
c. Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card 
1) Tidak menimbulkan riba. 
2) Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 
3) Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 
antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
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4) Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk 
melunasi pada waktunya. 
5) Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah 
d. Ketentuan Fee 
1) Iuran keanggotaan (membership fee) 
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-
’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari 
pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan 
fasilitas kartu. 
2) Merchant fee 
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 
3) Fee penarikan uang tunai 
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb 
al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 
besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 
4) Fee Kafalah 
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas 
pemberian Kafalah. 
5) Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada 
saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk 
merchant fee. 
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e. Ketentuan Ta’widh dan Denda 
1) Ta’widh 
Penerbit Kartu dapat mengenakan ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat 
keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang 
telah jatuh tempo. 
2) Denda keterlambatan (late charge) 
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 
yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
38
 
                                                          
38
 Ibid., hlm. 319. 
 
 
39 
 
BAB III 
PENGGUNAAN iB HASANAH CARD DI BNI SYARIAH CABANG 
SURAKARTA 
 
A. Gambaran Umum BNI Syariah Cabang Surakarta 
1. Sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Surakarta 
 Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 
tentang perbankan. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan 
hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan 
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan 
sesuai dengan Syariah antara lain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 
(mudha>rabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 
(musya>rakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (mura>bahah) 
atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 
pilihan (ija>rah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 
atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain. Bank dengan 
prinsip Syariah yaitu Bank yang mengikuti aturan perjanjian berdasarkan 
hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyampaian dan atau 
pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan 
Syariah. 
 Sejak   berlakunya   undang-undang  No.   10   Tahun   1998 yang 
memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan Syariah, 
40 
 
 
 
maka BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip 
Syariah dengan konsep Dual Banking System, yakni menyediakan 
layanan perbankan Umum dan Syariah sekaligus. Diawali dengan 
pembentukan tim Bank Syariah di tahun 1999, Bank Indonesia kemudian 
mengeluarkan ijin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha 
Syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi 
pengembangan jaringan cabang Syariah.
1
 
Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 
(lima) kantor cabang Syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni 
Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Tahun 2001 
BNI Syariah kembali membuka 5 (lima) kantor cabang Syariah, yang 
difokuskan di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dua cabang, 
Bandung, Makasar dan Padang. Seiring dengan perkembangan bisnis dan 
banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan Syariah, 
tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang Syariah baru 
di Medan dan Palembang. 
Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang 
semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang Syariah dari 
Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, 
BNI Syariah membuka kantor cabang pembantu Syariah Jepara. Pada 
bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan 
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BNI Syariah prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukan 
untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih 
personal dalam suasana yang nyaman. Sedangkan cabang Surakarta 
merupakan cabang ke 17 dan 24 cabang yang mulai beroperasi sejak 
tanggal 16 November 2005. Kemudian pada tahun 2006 BNI Syariah 
Kantor Cabang Surakarta mulai melakukan pelemparan dana kepada 
masyarakat  sehingga mampu mengungguli dua Bank Syariah, yang 
semula berada pada rangking ke-5 naik menjadi ranking ke-3. BNI 
Syariah Cabang Surakarta beralamat JL. Brigjen Slamet Riyadi No. 318, 
Sriwedari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141, Indonesia dan 
memiliki 3 kantor cabang pembantu.
2
 
2. Visi dan Misi BNI Syariah 
a. Visi BNI Syariah 
“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam 
layanan dan kinerja” 
b. Misi BNI Syariah 
1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli 
pada kelestarian lingkungan. 
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa 
perbankan syariah. 
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 
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4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggan untuk 
berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 
ibadah. 
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.3
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3. Struktur Organisasi BNI Syariah 
Struktur organisasi BNI Syariah Cabang Surakarta sebagai berikut : 
Gambar 1 
Bagan Struktur Organisasi BNI Syariah
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B. Produk-Produk BNI Syariah Cabang Surakarta 
1. Produk Pendanaan 
Produk pendanaan BNI Syariah antara lain :
4
 
a. BNI Giro iB Hasanah 
BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata 
uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan 
pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah yadh dhamanah yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 
bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan 
pemindahbukuan. 
b. BNI Deposito iB Hasanah 
BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan 
perusahaan, dengan menggunakan akad mudharabah. 
c. BNI Tabungan iB Hasanah 
1) BNI Dollar iB Hasanah 
 BNI Dollar iB Hasanah adalah Tabungan yang dikelola dengan 
akad wadiah dan mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas 
serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan 
dalam mata uang USD. 
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2) BNI SimPel iB Hasanah  
 BNI SimPel iB Hasanah adalah tabungan dengan akad wadiah 
untuk siswa berusia di bawah 17 tahun dengan persyaratan mudah 
dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya 
menabung sejak dini. 
3) BNI Baitullah iB Hasanah 
 BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
Mudharabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk 
mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji 
(Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai 
keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan 
dalam mata uang Rupiah dan USD. 
4) BNI Prima iB Hasanah  
 BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta 
kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara 
perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih 
kompetitif. 
5) BNI Tunas iB Hasanah  
 BNI Tunas iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Wadiah 
dan Mudharabah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar 
yang berusia di bawah 17 tahun. 
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6) BNI Bisnis iB Hasanah  
 BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad 
Mudharabah dan Wadiah yang dilengkapi dengan detil mutasi debet 
dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif 
dalam mata uang rupiah. 
7) BNI iB Hasanah 
 BNI iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah 
atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan 
dalam mata uang Rupiah. 
8) BNI Tapenas iB Hasanah 
 BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan 
akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola 
berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang 
bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan 
seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana 
masa depan lainnya. 
9) BNI TabunganKu iB Hasanah 
 BNI TabunganKu iB Hasanah adalah produk simpanan dana 
dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah 
dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan 
kesadaran menabung masyarakat. 
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2. Produk Pembiayaan  
Produk pembiayaan BNI Syariah antara lain :
5
 
a. Konsumer 
1) BNI Griya iB Hasanah 
 BNI Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 
yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, 
membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, 
apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah 
indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan 
dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah. 
2) BNI Multiguna iB Hasanah 
 BNI Multiguna iB Hasanah adalah Fasilitas Pembiayaan 
Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 
pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip 
syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang 
ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang 
dibiayai. 
3) BNI Oto iB Hasanah 
 BNI Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif 
murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk 
                                                          
5
 http://www.bnisyariah.co.id/ diakses 22 Mei 2019 
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pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan 
ini. 
4) BNI Emas iB Hasanah 
 BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan yang 
diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan 
yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli). 
5) BNI CCF iB Hasanah 
 CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan 
agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk 
Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah. 
6) BNI Fleksi Umroh iB Hasanah 
 Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) adalah Pembiayaan 
konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI 
Syariah yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan 
prinsip syariah. 
b. Korporasi 
1) BNI Syariah Multifinance 
 BNI Syariah Multifinance adalah Pembiayaan kepada 
Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola 
executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang 
perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah. 
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2) BNI Syariah linkage Program 
 BNI Syariah Linkage Program adalah Pembiayaan Kerjasama 
Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana 
BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan 
dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
(BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha 
mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat 
dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping. 
3) BNI Syariah Kopkar / Kopeg 
 BNI Syariah Kopkar/Kopeg adalah Pembiayaan Kerjasama 
Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah 
produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan 
pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan 
(Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip 
syariah ke end user/pegawai. 
4) BNI Syariah Valas 
 Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah 
pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing. 
5) BNI Syariah Ekspor 
 Pembiayaan  Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan 
yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam 
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rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam 
rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum 
barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan 
pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor. 
6) BNI Syariah Onshore 
 Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah 
pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing 
untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor 
(penghasil devisa). 
7) BNI Syariah Sindikasi 
 Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang 
diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya 
suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, 
menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh 
Agen yang sama pula. 
c. Usaha Kecil & Menengah 
1) BNI Syariah Wirausaha 
Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan 
produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 
usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak 
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bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku. 
2) BNI Syariah Dealer iB Hasanah 
Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya 
potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang 
melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut 
membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, 
pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya. 
3) BNI Syariah Usaha Kecil 
Usaha Kecil iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang 
digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) 
kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan 
syariah. 
d. iB Hasanah Card 
iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi 
sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem 
perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa 
perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard 
dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang 
diterbitkan oleh BNI Syariah. 
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C. Pelaksanaan Produk iB Hasanah Card Di BNI Syariah Cabang Surakarta 
1. Produk iB Hasanah Card Di BNI Syariah Cabang Surakarta 
iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang diterbitkan BNI 
Syariah berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu 
dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan 
kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat 
bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh 
dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah. iB hasanah card selain berfungsi 
sebagai kartu kredit juga digunakan untuk keperluan konsumtif, dimana iB 
hasanah card digunakan nasabah sebagai alat bertransaksi sesuai dengan 
prinsip Syari’ah dan sebagai cadangan apabila dalam melakukan transaksi 
yang dilakukan tidak menggunakan uang tunai.
6
 
Gambar 2 
Jenis Kartu iB Hasanah Card Classic 
 
                                                          
6
 Siti Khomariyah, Customer Service, Wawancara Pribadi, 19 Juni 2019, jam 08.15-08.55. 
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Gambar 3 
Jenis Kartu iB Hasanah Card Gold 
 
 
Gambar 4 
Jenis Kartu iB Hasanah Card Platinum 
 
Sumber : BNI Syariah 
iB hasanah card memiliki 3 jenis kartu yaitu iB hasanah card classic, 
iB hasanah card gold dan iB hasanah card platinum. Pembeda ketiga kartu 
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tersebut adalah pada limitnya, dimana masing-masing kartu  mempunyai 
batas limit yang berbeda.
7
 iB hasanah card classic mempunyai limit hingga 
Rp.6.000.000,-. iB hasanah card gold mempunyai limit hingga 
Rp.30.000.000,-. Sedangkan iB hasanah card platinum mempunyai limit 
hingga Rp.900.000.000,-. Pemberian batas limit nasabah dilihat berdasarkan 
kemampuan membayar ataupun besar pendapatannya setiap bulan. 
Pemberian batas limit ini berbanding lurus dengan pendapatan nasabah, 
apabila pendapatan nasabah semakin besar maka semakin besar pula batas 
limit yang akan didapatkan nasabah. Jenis kartu yang diminati nasabah BNI 
Syariah Surakarta kebanyakan iB hasanah card classic dan iB hasanah card 
gold.
8
 
2. Syarat-syarat dan mekanisme pengajuan iB Hasanah Card. 
 iB hasanah card dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, yang terpenting 
adalah nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sudah 
memiliki tabungan di BNI Syariah.
9
 
 
 
 
                                                          
7
 Siti Khomariyah, Customer Service, Wawancara,… 
 
8
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara pribadi, 17 Juni 2019, jam 08.15-09.15. 
 
9
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara ,… 
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Gambar 5 
Syarat umum pemohon iB Hasanah Card 
 
Sumber : Brosur BNI iB Hasanah Card 
Gambar 6 
Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan 
 
Sumber : Brosur BNI iB Hasanah Card 
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 Mekanisme pengajuan iB Hasanah Card, nasabah yang sudah 
memiliki tabungan di BNI Syariah mengisi formulir pada customer service 
atau sales, di BNI Syariah Surakarta biasanya calon nasabah iB hasanah card 
langsung diarahkan bertemu dengan sales untuk mengisi formulir dan 
dijelaskan terkait ketentuan-ketentuan iB hasanah card. Setelah formulir dan 
persyaratan lain sudah dilengkapi, berkas akan diserahkan pada unit 
processing agar data diinput kedalam system dan dikirimkan ke pusat.
10
 
3. Akad Pada  Produk iB Hasanah Card 
 Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan 
dan perekonomian Indonesia karena dipengaruhi oleh peningkatan 
penggunaannya. Fenomena tersebut mempunyai dampak negatif dan positif 
bagi perdagangan di Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif dengan 
cara berhutang.
11
 Diterbitkannya iB hasanah card dengan tujuan agar dapat 
membedakan kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. Bahwa 
kartu kredit konvensional memicu seseorang untuk berperilaku konsumtif 
sedangkan iB hasanah card disini membantu seseorang untuk agar tidak 
konsumtif. Dalam penggunaan iB hasanah card ada pembatasan penggunaan  
                                                          
10
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
 
11
  Indah Nuhyatia, “Kajian Fiqh Dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) 
Di Indonesia” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, (Banyuwangi) Vol. 5, No. 1. 2015, hlm. 23-24 
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yaitu hanya dapat digunakan untuk bertransaksi yang sesuai syari’ah, karena 
di setiap merchant sudah terdapat kode tersendiri.
12
 
 Akad dengan kartu yang dikeluarkan oleh bank dengan berbagai jenis 
penggunaannya merupakan hal baru dalam fiqh islam.
13
 Akad yang terdapat 
pada iB hasanah card ada 3 yaitu akad kafa>lah, akad qard}, dan akad ija>rah. 
Yang pertama akad kafa>lah, diistilahkan sebagaimana iB hasanah card 
membayar kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan pemegang 
kartu dengan merchant. Kedua qard}, diartikan bahwa bank sebagai pemberi 
pinjaman kepada pemegang kartu atas seluruh transaksi yang dilakukan. 
Ketiga akad ija>rah, diartikan bahwa bank sebagai penyedia jasa yang 
memberikan pelayanan kepada pemegang kartu, atas pemberian pelayanan 
dan manfaat ini maka pemegang kartu dikenakan monthly membership fee 
(iuran bulanan) dan annual membership fee (iuran tahunan).
14
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 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
 
13
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqgh Muamalat, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm.606. 
 
14
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
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Gambar 7 
Akad Kafa>lah dan Akad Qard}
 
 
 Akad kafa>lah pada iB hasanah card, bahwa BNI Syariah adalah 
penjamin bagi pemegang iB hasanah card terhadap merchant atas semua 
kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB 
hasanah card dengan merchant dan atau penarikan tunai. 
 Akad qard} pada iB hasanah card, bahwa BNI Syariah adalah sebagai 
pemberi pinjaman kepada pemegang BNI iB hasanah card atas seluruh 
transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman 
dana. 
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Gambar 8 
Akad Ija>rah 
 
 
 Akad ija>rah pada iB hasanah card, bahwa BNI Syariah adalah sebagai 
penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB 
hasanah card. Atas ija>rah ini, pemegang BNI iB hasanah card dikenakan 
annual membership fee (biaya tahunan) dan monthly membership fee (biaya 
bulanan). 
 
4. Batasan Penggunaan iB Hasanah Card 
 Terdapat beberapa batasan mengenai penggunaan iB hasanah card 
antara lain :
15
 
a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah. 
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 Brosur BNI iB Hasanah Card 
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b. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) 
c. Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk 
melunasi pada waktunya. 
Adanya batasan disini sebagai pembeda dengan kartu kredit 
konvensional. Seperti digunakan untuk transaksi pembelian minuman keras, 
club malam, serta restoran yang menyediakan makanan yang tidak halal. 
Dimana iB hasanah card sudah terdapat kode-kode tersendiri disetiap 
merchant, sehingga tidak dapat digunakan untuk bertransaksi yang tidak 
sesuai Syariah karena secara otomatis tertolak oleh sistem.
16
 
5. Penerapan biaya (fee) Produk iB Hasanah Card 
 Biaya yang timbul atas penggunaan iB hasanah card yaitu monthly 
membership fee yaitu biaya bulanan yang dibebankan kepada nasabah 
berdasarkan akad kafa>lah. Monthly membership fee dibayarkan setiap bulan 
yang besarnya sesuai dengan kategori limit dan nominalnya sudah 
ditentukan pihak bank. Tetapi ada cashrebate untuk nasabah dengan cara 
mengurangi besarnya monthly membership fee. Besarnya monthly 
membership fee adalah 2,25%, dimana perhitungannya : 
Monthly membership fee = 2,25% × limit kartu. 
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 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
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Gambar 9 
Informasi Biaya 
 
Sumber : BNI Syariah 
 Annual membership fee yaitu biaya/iuran tahunan yang dikenakan 
kepada pemegang kartu, selama iB hasanah card aktif maka dikenai 
kewajiban membayar meskipun kartu tidak digunakan untuk bertransaksi. 
Terdapat ketentuan biaya pada penarikan tunai dan biaya pada penggunaan 
fasilitas atau fitur yang ada pada iB hasanah card. Besarnya annual 
membership fee adalah 3%, dimana perhitungannya :
17
 
Annual membership fee = 3% × limit kartu. 
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 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
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6. Penerapan ta’widh Produk iB Hasanah Card 
 Ta’widh adalah biaya ganti rugi atas biaya penagihan yang 
dikeluarkan oleh BNI Syariah akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 
membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. Terdapat penentuan tanggal 
jatuh tempo antara pihak bank dengan nasabah, sehingga mengenai apabila 
ada keterlambatan dalam membayar, pihak bank akan memberikan tawaran 
dan kelonggaran waktu. Apabila dengan adanya kelonggaran waktu nasabah 
belum juga memenuhi tagihannya, pihak bank akan mengirimkan surat 
peringatan. Jika sudah melewati waktu 3 bulan, nasabah belum juga 
memenuhi tagihannya. Demikian nasabah bisa dikatakan wanprestasi, maka 
kartu akan diblokir dan dikenakan sanksi berupa pembayaran ta’widh. Biaya 
ganti rugi ini merupakan sanksi kepada nasabah yang telah lalai dalam 
pembayaran dan agar nasabah tidak melakukan keterlambatan dalam 
pembayaran tagihan berikutnya. Ta’widh dikenakan sebagai ganti rugi 
kepada Bank atas biaya-biaya atas kerugian riil yang telah dikeluarkan 
Bank.
18
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BAB IV 
TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.54 TAHUN 2006 TENTANG SYARIAH 
CARD PADA PRODUK iB HASANAH CARD DI BNI SYARIAH CABANG 
SURAKARTA 
 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.54 Tahun 2006 tentang Syariah Card 
pada produk iB hasanah card di BNI Syariah Cabang Surakarta dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
1. Adanya para pihak dalam penggunaan iB hasanah card 
Pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu 
kredit Syariah yaitu Issuer (penerbit) adalah pihak atau lembaga yang 
mengeluarkan dan mengelola suatu kartu, card holder (pemegang kartu) 
adalah terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau 
persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai 
anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya dan 
merchant adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atau 
transaksi jual beli barang atau jasa.
1
 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, terkait 
para pihak yang terdapat dalam ketentuan umum sebagai penjelasan dari 
butir a, para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu (mushdir al-
bitha>qah), pemegang kartu (hamil al-bitha>qah) dan penerima kartu 
                                                          
1
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 
2012), Hlm. 118. 
64 
 
 
 
(merchant, ta>jir atau qa>bil al-bitha>qah),bahwa ketiga pihak tersebut adalah 
yang terkait dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit Syariah.
2
 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta bahwa 
pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu kredit Syariah 
adalah Bank BNI Syariah, pemegang kartu yaitu seseorang yang namanya 
tercantum pada kartu serta berhak mengunakan kartu untuk transaksi yang 
tidak bertentangan dengan Syariah dan merchant yaitu pedagang 
(orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang atau jasa 
yang telah menandatangani perjanjian degan bank dan bersedia melayani 
pembayaran melalui kartu. Para pihak yang ada berkaitan dengan 
pembahasan akad yang digunakan dalam iB hasanah card. Berdasarkan hal 
ini BNI Syariah cabang Surakarta sudah memenuhi terkait dengan para 
pihak yang ada dalam iB hasanah card.
3
 
2. Akad yang digunakan dalam iB hasanah card Kafâlah (jaminan) 
Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan 
suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga 
terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.4 Akad-
akad dalam penggunaan iB hasanah card antara lain :
                                                          
2
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Erlangga, 
2014), hlm.317. 
 
3
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara pribadi, 17 Juni 2019, jam 08.15-09.15. 
 
4
 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45. 
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a. Kafâlah  
Kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 
atau pihak yang ditanggung. Kafâlah juga dikatakan sebagai akad 
pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, 
dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu 
hutang yang menjadi hak penerimaan jaminan.
5
 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, 
terkait ketentuan akad yang digunakan dalam Syariah card bahwa 
dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang 
Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang 
timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, 
dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit 
Kartu. Atas pemberian Kafa>lah, penerbit kartu dapat menerima fee 
(ujrah kafa>lah).6 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta 
bahwa BNI Syariah berlaku sebagai penjamin bagi pemegang iB 
hasanah card terhadap semua merchant, dalam ketentuan fatwa tersebut 
dikaitkan dengan kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara 
                                                          
5
 Nurul Huda dkk, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan 
Praktis,(Jakarta : kencana, 2010), hlm. 107. 
 
6
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… 
hlm.318. 
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pemegang iB hasanah card dengan merchant seperti penerapan biaya 
pada penarikan tunai.
7
 
b. Qard} 
Qard} adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk 
dikembalikan tanpa ada tambahan. Diartikan juga sebagai suatu akad 
khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk 
dikembalikan dalam jumlah yang sama.
8
  
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, 
terkait ketentuan akad yang digunakan dalam Syariah card dalam hal ini 
Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang 
Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank 
Penerbit Kartu.
9
 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta 
bahwa BNI Syariah sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu 
atas seluruh transaksi yang dilakukan, baik penarikan tunai dan 
transaksi pinjaman dana.
10
 
c. Ija>rah  
Ija>rah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 
penggantian. Ija>rah juga bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak 
                                                          
7
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara pribadi,… 
 
8
  Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta : 
Mizan Publika, 2010), hlm. 51. 
 
9
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318. 
 
10
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara pribadi,… 
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guna barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran 
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.
11
 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, 
terkait ketentuan akad yang digunakan dalam Syariah card dalam hal ini 
Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan 
terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan 
membership fee.
12
 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta 
bahwa BNI Syariah sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan 
kepada pemegang kartu, atas pemberian pelayanan dan manfaat ini 
maka pemegang kartu dikenakan monthly membership fee (iuran 
bulanan) dan annual membership fee (iuran tahunan).
13
 
3. Batasan (dhawabith wa hudud) penggunaan iB hasanah card  
Syarat penggunaan iB hasanah card, di dalamnya terdapat beberapa 
batasan. Bahwa pemegang kartu harus menggunakan kartu untuk tujuan-
tujuan yang tidak dilarang oleh syariah.
14
 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, terdapat 
ketentuan mengenai batasan penggunaan syariah card, antara lain :
15
 
                                                          
11
 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 
88. 
 
12
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318. 
 
13
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
 
14
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, 
(Jakarta : Prenada Group, 2014), hlm. 452. 
 
15
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah,… hlm.318. 
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a. Tidak menimbulkan riba. 
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. 
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 
antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk 
melunasi pada waktunya. 
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta bahwa 
BNI Syariah menetapkan batasan penggunaan iB hasanah card antara lain : 
a. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah. 
b. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) 
c. Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk 
melunasi pada waktunya. 
Batasan yang terdapat pada iB hasanah card adalah sebagai pembeda 
dengan kartu kredit konvensional. Seperti digunakan untuk transaksi 
pembelian minuman keras, club malam, serta restoran yang menyediakan 
makanan yang tidak halal. Dimana iB hasanah card sudah terdapat kode-
kode tersendiri disetiap merchant, sehingga tidak dapat digunakan untuk 
bertransaksi yang tidak sesuai Syariah karena secara otomatis tertolak oleh 
sistem.
16
 
 
 
                                                          
16
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
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4. Fee (biaya) pada iB hasanah card  
Fee diartikan sebagai ongkos adalah beban atas jasa yang diberikan 
atau dikenakan kepada peminjam atas pemberian kredit.
17
 Dalam penerbitan 
kartu kredit, issuer (penerbit) mengharuskan card holder (pemegang kartu) 
untuk membayar membership fee (iuran keanggotaan) jika ingin 
memperbaharui keanggotannya ketika telah selesai masa validitas kartu 
kredit atau biaya ganti kartu baru kehilangan, rusak atau kecurian. Fee 
(biaya) ini merupakan kompensasi layanan pihak bank terkait dengan kartu 
kredit. Fee tersebut merupakan ganti rugi atas biaya administratif, servis 
karyawan, persiapan pembuatan kartu, biaya komunikasi dan kerjasama 
dengan pihak-pihak terkait atau layanan lainnya.
18
 
Dewan Syariah Nasional memfatwakan boleh pihak bank menarik 
iuran keanggotaan (membership fee) sebagai imbalan jasa penggunaan 
fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. 
Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank sebatas biaya administrasi 
tanpa mengambil laba sedikitpun.
19
 Dalam fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 
2006 Tentang Syariah Card, terdapat beberapa ketentuan mengenai fee 
(biaya) antara lain :
20
 
 
                                                          
17
 Sujana Ismaya,Kamus Perbankan, (Bandung : CV Pustaka Gravika, 2006), hlm. 
106. 
 
18
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2008), hlm 286. 
 
19
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor:Berkat Mulia 
Insani, 2012), hlm.481. 
 
20
 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah…, hlm.319. 
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a. Iuran keanggotaan (membership fee) 
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-
’udhwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang 
Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. 
b. Merchant fee 
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 
c. Fee penarikan uang tunai 
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb 
al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang 
besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 
d. Fee Kafa>lah 
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian 
Kafa>lah. 
e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat 
akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee. 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta bahwa 
BNI Syariah menetapka fee (biaya) yang timbul atas penggunaan iB hasanah 
card yaitu monthly membership fee yaitu biaya bulanan yang dibebankan 
kepada nasabah berdasarkan akad kafa>lah. Monthly membership fee 
dibayarkan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan kategori limit dan 
nominalnya sudah ditentukan pihak bank. Tetapi ada cashrebate untuk 
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nasabah dengan cara mengurangi besarnya monthly membership fee. 
Cashrebate tidak diperjanjikan dalam bentuk dan dapat berubah sewaktu-
waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah. Annual membership fee 
yaitu biaya/iuran tahunan yang dikenakan kepada pemegang kartu, selama 
iB hasanah card aktif maka dikenai kewajiban membayar meskipun kartu 
tidak digunakan untuk bertransaksi. Terdapat ketentuan biaya pada 
penarikan tunai dan biaya pada penggunaan fasilitas atau fitur yang ada 
pada iB hasanah card.
21
 
5. Ta’widh pada iB hasanah card 
Ta’widh adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang 
menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang 
mengakibatkan bank syariah mengalami kerugian dalam bentuk tidak 
mampunya bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ke pihak lain 
atau hilangnya yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit 
macet. Syarat sahnya ta’wīdh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas.
22
 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card, terdapat 
ketentuan mengenai ta’widh, di mana penerbit kartu dapat mengenakan 
ta’widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar 
kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
                                                          
21
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
 
22 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan 
Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 70. 
72 
 
 
 
Hal ini di dalam praktiknya di BNI Syariah cabang Surakarta bahwa 
BNI Syariah menetapkan ta’widh apabila dengan adanya kelonggaran waktu 
nasabah belum juga memenuhi tagihannya, pihak bank akan mengirimkan 
surat peringatan. Jika sudah melewati waktu 3 bulan, nasabah belum juga 
memenuhi tagihannya. Demikian nasabah bisa dikatakan wanprestasi, maka 
kartu akan diblokir dan dikenakan sanksi berupa pembayaran ta’widh. Biaya 
ganti rugi ini merupakan sanksi kepada nasabah yang telah lalai dalam 
pembayaran dan agar nasabah tidak melakukan keterlambatan dalam 
pembayaran tagihan berikutnya. Ta’widh dikenakan sebagai ganti rugi 
kepada Bank atas biaya-biaya atas kerugian riil yang telah dikeluarkan 
Bank.
23
 
Berdasarkan analisis mengenai pelaksanaan akad, pengambilan fee 
(biaya) dan ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang 
Surakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.54 Tahun 2006. 
Walaupun didalam fatwa tidak menyebutkan bahwa pihak bank 
diperbolehkan memberikan cash rebate (potongan biaya) yang akan 
diterapkan pada pengurangan monthly membership fee (biaya bulanan) 
dengan perhitungan yang tidak ditentukan sebelumnya. Serta semua bentuk 
fee (biaya) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu kredit secara jelas 
dan tetap. 
                                                          
23
 Ade Fiqri S, Sales Officer, Wawancara,... 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN  
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan yaitu : 
1. Pelaksanaan akad, pengambilan fee (biaya) dan ta’widh pada produk iB 
Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta. Bahwa pada produk iB 
Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta terdapat 3 akad yaitu 
akad kafâlah, akad qard}, dan akad ija>rah seperti yang dicantumkan dalam 
formulir pemohon iB hasanah card.  
Pengambilan fee (biaya) pada produk iB Hasanah Card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta. Terdapat monthly membership fee (biaya 
bulanan) yang didalamnya terdapat penerapan cash rebate, annual 
membership fee (biaya tahunan), biaya pada penarikan tunai dan biaya 
pada penggunaan fasilitas atau fitur yang ada pada iB hasanah card. 
Pelaksanaan ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah 
Cabang Surakarta. Apabila dengan adanya kelonggaran waktu nasabah 
belum juga memenuhi tagihannya, pihak bank akan mengirimkan surat 
peringatan. Jika sudah melewati waktu 3 bulan, nasabah belum juga 
memenuhi tagihannya. Demikian nasabah bisa dikatakan wanprestasi, 
maka kartu akan diblokir dan dikenakan sanksi berupa pembayaran 
ta’widh. 
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2. Akad pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Surakarta 
terdapat 3 akad yaitu akad kafâlah, akad qard}, dan akad ija>rah seperti 
yang dicantumkan dalam formulir pemohon iB hasanah card  sudah 
sesuai dengan ketentuan akad dalam Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 
2006 Tentang Syariah Card.  
Ta’widh pada produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang 
Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan ta’widh yang terdapat dalam 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card. 
Pengambilan fee (biaya) pada produk iB Hasanah Card di BNI 
Syariah Cabang Surakarta. Terdapat monthly membership fee (biaya 
bulanan) yang didalamnya terdapat penerapan cash rebate, annual 
membership fee (biaya tahunan), biaya pada penarikan tunai dan biaya 
pada penggunaan fasilitas atau fitur yang ada pada iB hasanah card. 
sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam Fatwa DSN-MUI No.54 
Tahun 2006 Tentang Syariah Card. Serta adanya cash rebate pada 
monthly membership fee (biaya bulanan) yang belum ada dalam aturan 
Fatwa DSN-MUI No.54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card.  
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B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu : 
Pihak BNI Syariah cabang Surakarta hendaknya lebih meningkatkan 
pemasaran, dengan menggandeng institusi-institusi agar menggunakan 
produk iB hasanah card. Agar iB hasanah card tetap menjadi kartu kredit 
syariah yang tetap menjaga konsepnya sesuai dengan prinsip Syariah dan 
menjadi produk unggulan di BNI Syariah. 
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Lampiran 3 
 
Pedoman Wawancara 
 
 Daftar pertanyaan wawancara dengan Customer Service BNI Syariah 
Cabang Surakarta 
1. Apa yang dimaksud iB Hasanah Card ? 
iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang diterbitkan BNI Syariah 
berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan 
sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa 
perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan 
semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh 
BNI Syariah.  
2. iB Hasanah Card termasuk dalam jenis ? (Pembiayaan / Pendanaan / Lainnya) 
Masuknya di pembiayaan. 
3. Ada berapa jenis iB Hasanah Card ? 
iB hasanah card memiliki 3 jenis kartu yaitu iB hasanah card classic, iB 
hasanah card gold dan iB hasanah card platinum. Pembeda ketiga kartu 
tersebut adalah pada limitnya, dimana masing-masing kartu  mempunyai 
batas limit yang berbeda. 
4. Jenis kartu apa yang paling diminati ? 
Untuk daerah sini yang jalan itu classic dan gold. 
5. Siapa saja yang diperbolehkan melakukan pengajuan iB Hasanah Card ? 
(Muslim / Non Muslim / keduanya) 
iB hasanah card diperuntukkan kepada semua kalangan, yang terpenting 
mereka dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 
6. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan iB 
Hasanah Card? 
Mengenai persyaratan kurang lebih sama seperti yang tertera di brosur. 
 
Daftar pertanyaan wawancara dengan Sales Officer BNI Syariah Cabang 
Surakarta 
1. Apa yang dimaksud iB Hasanah Card ? 
iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang diterbitkan BNI Syariah 
berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan 
sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa 
perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan 
semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh 
BNI Syariah. iB hasanah card selain berfungsi sebagai kartu kredit juga 
digunakan untuk keperluan konsumtif, dimana iB hasanah card digunakan 
nasabah sebagai alat bertransaksi sesuai dengan prinsip Syari’ah dan sebagai 
cadangan apabila dalam melakukan transaksi yang dilakukan tidak 
menggunakan uang tunai. 
2. iB Hasanah Card termasuk dalam jenis ? (Pembiayaan / Pendanaan / Lainnya) 
iB hasanah card itu, masuknya ke jenis pembiayaan. 
3. Ada berapa jenis iB Hasanah Card ? 
Jenis iB Hasanah Card itu ada 3, yang pertama iB Hasanah Classis, kemudian 
Gold sama platinum. Dan yang membedakan itu limitnya, maing-masing 
kartu mempunyai limitnya sendiri-sendiri. Kalau Classic limitnya sampai 6 
juta, Gold sampai 30 juta, platinum mulai 40 juta – 900 juta. Itu diberikan 
kepada nasabah atau pemegang kartu berdasarkan kemampuannnya. Jadi, 
berdasarkan pendapatannya dalam 1 bulan. Pemberian batas limit ini 
berbanding lurus dengan pendapatan nasabah, apabila pendapatan nasabah 
semakin besar maka semakin besar pula batas limit yang akan didapatkan 
nasabah. 
4. Jenis kartu apa yang paling diminati ? 
Untuk jenis kartu yang paling diminati tergantung segmennya, Cuma kalau 
kebanyakan disekitar kita untuk  BNI Syariah Surakarta kebanyakan iB 
hasanah card classic dan iB hasanah card gold. Karena pendapatan rata-rata 
sekitar 4 juta diberikan ke classic, kemudian yang gold dari 6 juta keatas. 
5. Siapa saja yang diperbolehkan melakukan pengajuan iB Hasanah Card ? 
(Muslim / Non Muslim / keduanya) 
Kalau di BNI Syariah pada prinsipnya semua produk dapat dimanfaatkan 
siapa saja.yang terpenting mereka mengikuti kaidah-kaidah atau syariat yang 
berlaku diproduk BNI Syariah.  
6. Apa saja keunggulan dari iB Hasanah Card ? 
Diterbitkannya iB hasanah card dengan tujuan agar dapat membedakan kartu 
kredit konvensional dengan kartu kredit syariah. Bahwa kartu kredit 
konvensional memicu seseorang untuk berperilaku konsumtif sedangkan iB 
hasanah card disini membantu seseorang untuk agar tidak konsumtif. Dalam 
penggunaan iB hasanah card ada pembatasan penggunaan  yaitu hanya dapat 
digunakan untuk bertransaksi yang sesuai syari’ah, karena di setiap merchant 
sudah terdapat kode tersendiri. 
7. Siapa saja sasaran pemasaran produk iB Hasanah Card ? 
Nasabah BNI Syariah, karyawan BNI sendiri, karena mereka lebih mudah 
diketahui pendapatan perbulannya. Institusi-institusi sesama BUMN, 
universitas-universitas. Sasaran yang utama adalah pegawai tetap, pengusaha 
yang sudah bonafide . 
8. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk pengajuan iB 
Hasanah Card? Dan bagaimana mekanismenya? 
Syarat umum seperti yang tertera di brosur yaitu WNI (Warga Negara 
Indonesia), mempunyai NPWP, untuk karyawan melampirkan slip gaji 3 
bulan terakhir. Apabila pengusaha harus melampirkan SIUP ataupun TDP 
dan mutasi rekening 3 bulan terakhir, serta kalau bisa menyerahkan neraca 
laba-ruginya. 
9. Apa saja akad yang digunakan pada iB Hasanah Card ? 
Akad yang terdapat pada iB hasanah card ada 3 yaitu akad kafa>lah, akad qard}, 
dan akad ija>rah. Yang pertama akad kafa>lah, diistilahkan sebagaimana iB 
hasanah card membayar kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan 
pemegang kartu dengan merchant, ataupun penarikan tunai. Kedua qard}, 
diartikan bahwa bank sebagai pemberi pinjaman kepada pemegang kartu atas 
seluruh transaksi yang dilakukan nasabah. Ketiga akad ija>rah, diartikan 
bahwa bank sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan kepada 
pemegang kartu, atas pemberian pelayanan dan manfaat ini maka pemegang 
kartu dikenakan monthly membership fee (iuran bulanan) dan annual 
membership fee (iuran tahunan). 
10. Fee (biaya) apa saja yang timbul dalam penggunaan iB Hasanah Card, yang 
telah ditetapkan oleh Bank ? 
Seperti yang sudah ditentukan dan tertera di brosur monthly fee dibayarkan 
tiap bulan yang besarnya sesuai dengan kategori limit dan nominalnya sudah 
ditentukan pihak bank. Tetapi ada cashrebate untuk nasabah dengan cara 
mengurangi besarnya monthly membership fee. 
Annual membership fee yaitu biaya/iuran tahunan yang dikenakan kepada 
pemegang kartu, selama iB hasanah card aktif maka dikenai kewajiban 
membayar meskipun kartu tidak digunakan untuk bertransaksi. Terdapat 
ketentuan biaya pada penarikan tunai dan biaya pada penggunaan fasilitas 
atau fitur yang ada pada iB hasanah card. 
11. Apakah ada batasan-batasan terkait penggunaan iB Hasanah Card ? 
Bedanya iB hasanah card dengan kartu biasa itu adanya larangan mengenai 
penggunaan kartu untuk bertransaksi yang istilahnya tidak sesuai syariat. 
Contoh pembelian alkohol club malam, serta restoran yang menyediakan 
makanan yang tidak halal. Jadi iB hasanah card itu sudah ada kode-kodenya 
sendiri setiap merchant. Misal tetap memaksa untuk menggunakan otomatis 
akan tertolak. 
12. Apabila ada keterlambatan pembayaran, apakah nasabah akan dikenai biaya 
ganti rugi (ta’widh) ? 
Iya, mengenai penentuan tanggal jatuh tempo antara pihak bank dengan 
nasabah, sehingga mengenai apabila ada keterlambatan dalam membayar, 
pihak bank akan memberikan tawaran dan kelonggaran waktu. Apabila 
dengan adanya kelonggaran waktu nasabah belum juga memenuhi 
tagihannya, pihak bank akan mengirimkan surat peringatan. Jika sudah 
melewati waktu 3 bulan, nasabah belum juga memenuhi tagihannya. 
Demikian nasabah bisa dikatakan wanprestasi, maka kartu akan diblokir dan 
dikenakan sanksi berupa pembayaran ta’widh. Biaya ganti rugi ini merupakan 
sanksi kepada nasabah yang telah lalai dalam pembayaran dan agar nasabah 
tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran tagihan berikutnya. 
Rincian ta’widh diatas hanyalah sebagai patokan. Ta’widh dikenakan sebagai 
ganti rugi kepada Bank atas biaya-biaya atas kerugian riil yang telah 
dikeluarkan Bank. 
13. Apakah nasabah akan dikenai denda keterlambatan pembayaran ? 
Untuk saat ini denda sudah ditiadakan. Dan dialihkan ke biaya ganti rugi 
(ta’widh). 
14. Apa landasan hukum yang digunakan pada produk iB Hasanah Card ?  
Surat ketentuan dari Bank Indonesia, OJK dan Fatwa DSN MUI. 
15. Apa solusi yang ditawarkan pihak Bank kepada nasabah mengenai waktu 
pembayaran tagihan yang sudah berakhir ? (waktu diperpanjang / kartu disita 
/ lainnya..) 
Ketika nasabah melakukan pengajuan iB hasanah card kita tawarkan 
mengenai ketentuan jatuh temponya. Apabila waktu pembayarannya sudah 
berakhir dia belum membayar, maka waktu diperpanjang dan apabila belum 
membayarnya juga akan diblokir kartunya. 
16. Seberapa besar peningkatan penggunaan iB Hasanah Card tiap tahunnya ? 
iB hasanah card setiap tahunnya mengalami peningkatan. 
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  152111132 
FATWA 
DEWAN SYARI’AH NASIONAL 
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 
Tentang 
GANTI RUGI (TA’WIDH)  
 ِميِحرلا ِنمحرلا ِاللها ِمسِب 
 
Dewan Syari’ah Nasional setelah, 
Menimbang : a. bahwa lembaga keuangan syari’ah (LKS) beroperasi berdasarkan 
prinsip syari’ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik 
yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial 
yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional; 
b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS 
terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau 
kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain 
yang melanggar perjanjian;  
c. bahwa syari’ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang 
bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh 
ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya; 
d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para 
pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang 
menimbulkan kerugian tersebut; 
e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi 
dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat 
penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu; 
f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi 
(ta’widh) untuk dijadikan pedoman. 
Mengingat :  1. Firman Allah SWT.; antara lain: 
a. QS. al-Ma’idah [5]:1: 
 ِدوُقعْلاِب اوُفوَأ اونمآ نيِذَّلا اهيَأاي… 
“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu…”. 
b. QS. al-Isra’ [17]: 34: 
…ًلاوُئسم َناَك دهعْلا َّنِإ ،ِدهعْلاِب اوُفوَأو.  
“…Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya.” 
c. QS. al-Baqarah [2]: 194: 
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 … ،مُكيَلع ىدتعا ام ِلْثِمِب ِهيَلع اودتعاَف مُكيَلع ىدتعا ِنمَف
نيِقتمْلا عم هَّللا َّنَأ اومَلعاو ،هَّللا اوُقتاو.  
“…maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) 
kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang 
telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.” 
d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280: 
…َلا ىَلِإ ٌةرِظنَف ٍةرسع وُذ َناَك ْنِإو ؛َنومَلْظت َلاو َنومِلْظت 
َنومَلعت متنُك ْنِإ مُكَل ريخ اوُقدصت ْنَأو ٍةرسيم.  
”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan 
jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” 
2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:  
a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf: 
مْلا نيب زِئاج حْلصلَا امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح احْلص َّلاِإ ينِمِلس
امارح َّلحَأ وَأ ًلاَلاح مرح اًطرش َّلاِإ مِهِطورش ىَلع َنومِلسمْلاو. 
“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 
b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, 
Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan 
Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu 
Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu 
Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah): 
مْلُظ يِنغْلا ُلْطم… 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman…” 
c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu 
Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin 
Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 
هتبوُقعو هضرِع ُّلِحي ِدِجاوْلا يَل. 
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“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya.” 
d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: 
رارِضَلاو ررضَلا.  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 
pula membahayakan orang lain.” 
3. Kaidah Fiqh; antara lain: 
ت ىَلع ٌليِلد َّلدي ْنَأ َّلاِإ ُةحابِلإْا ِتَلاماعمْلا ىِف ُلصَلأَااهِميِرح. 
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” 
ُلازي ررضلَا. 
“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.” 
Memperhatikan :  1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, hlm 342,  
bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan 
kerugian (dharar) dan karenanya harus dihindarkan; ia 
menyatakan: 
انرَظن هعنم هميِرَغ دارَأ وَأ رَفسلا دارَأ اَذِإ نيدلا ِهيَلع نم : َناَك ْنِإَف
دُق ِّلِحم َلبَق ِنيدلا ُّلِحم ىَلِإ هرَفس َنوُكي ْنَأ ُلْثِم ِرَفسلا نِم ِهِمو
 هَلَف ،ِةجِحْلا يِذ وَأ ِمرحمْلا يِف ُّلِحي هنيدو ٍرَفس يِف َّلاِإ موُقيَلا جحْلا
ِإَف ؛ِهِّلِحم دنِع ِهِّقح ِريِخْأت يِف اررض ِهيَلع َّنَلأ ،ِرَفسلا نِم هعنم ماَقَأ ْن
 ررضلا َّنَلأ ،رَفسلا هَلَف ،ِّلِحمْلا دنِع ِنيدلاِب يِفي انهر عَفد وَأ انيِمض
كِلَذِب ُلوزي. 
“Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan 
perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud 
melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan 
sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum 
masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan 
untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji 
sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau 
Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan 
perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian 
(dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat 
jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin 
atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar 
utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan 
tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat 
dihindarkan.” 
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2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang dhaman atau 
ta’widh; antara lain sebagai berikut: 
a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, 
Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998: 
ضيِوعتلَا : ِأَطخْلا ِوَأ يدعتلاِب ِعِقاوْلا ِررضلا ُةيِطغت وه)٨٧ (  
ِضيِوعتلا ِوَأ ِنامضلا يِف ماعْلا ُلصَلأَا : ،انيع ِررضلا ُةَلازِإ وه
ِطِئاحْلا ِحَلاصِإَك ...مَك احيِحص هتداعِإو ِفَلتمْلا ربج وَأ َناَك ا
 بجو كِلَذ رَّذعت ْنِإَف ،احيِحص ِروسْكمْلا ِةداعِإَك ِناَكمِلإْا دنِع
 يِدْقنلا ِوَأ يِلْثِمْلا ضيِوعتلا)٩٤(  
 ِةدَّكؤمْلا ريَغ ُةرِظتنمْلا ُةراسخْلاو ِحِلاصمْلا عايِض امَأو) ِيَأ
ُةَلبْقتسمْلا (َأُةيِونعمْلا ِوَأ ُةيِبدَلأْا رارضَلأْا ِو  يِف اهنع ضوعي َلاَف
 دوجومْلا ُلامْلا وه ِضيِوعتلا َلحم َّنَلأ ِ ،يِهْقِفْلا ِمْكحْلا ِلصَأ
 اعرش موَقتمْلاو ًلاعِف قَّقحمْلا)٩٦) ( ةيرظن ،يليحزلا ةبهو
لا راد ،نامضلا ،قشمد ،ركف١٩٩٨( 
“Ta’widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi 
akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87). 
“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat 
berupa:  
(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), 
seperti memperbaiki dinding...  
(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali 
seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan 
benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal 
tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan 
benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93). 
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya 
kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau 
kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal 
tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu 
karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret 
serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” 
(h. 96). 
b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li, Mafahim 
Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma’had 
al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996: 
 ِريِخأتلا ِءارج نِم ًلاعَف ِلِصاحْلا ِررضلا ىَلع هرادم ِلْطمْلا ُنامض
 ِدادسلا ِمدعِل ًةيِعيِبَط ًةجيِتن ررضلا َناَكو ،ِدادسلا يِف)١١٥( 
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“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang 
mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil 
akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan 
akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.” 
c. Pendapat ulama yang membolehkan ta’widh sebagaimana 
dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, Hukm al-Gharamah al-
Maliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah: al-Ma’had al-
‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997: 
 ،ِضيِوعتلاِب َّلاِإ َةَلازِإ َلاو ،ِةعيرشلا ِدِعاوَق بسح ُلازي ررضلَا
ِئادلا ديِفت َلا ِلِطاممْلا ِنيِدمْلا ُةبَقاعمورورضمْلا ن .  
 وهو ،همْكح َذخأي ْنَأ يِغبنيو ،بصغْلا هِبشي قحْلا ِءادَأ ريِخْأت
 ،ِروهمجْلا دنِع ِبصغْلا َةدم ِبوصغمْلا عِفانم نمضي بِصاغْلا َّنَأ
َله وَل ِبوصغمْلا َةميِق ِهِنامض ِبنج ىَلِإ ك)١٥-١٦( 
“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah 
dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; 
sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang 
menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan 
manfaaat bagi kreditur yang dirugikan. 
Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena 
itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa 
pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang 
di-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, 
di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang 
tersebut bila rusak.” 
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. 
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan 
Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS 
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di 
Lippo Karawaci-Tangerang. 
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 
Agustus 2004. 
    Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT 
 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan : FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH) 
Pertama :  Ketentuan Umum 
1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang 
dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang 
menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian 
pada pihak lain.  
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2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas. 
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya 
riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya 
dibayarkan.  
4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 
(real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut 
dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential 
loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau 
al-furshah al-dha-i’ah). 
5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) 
yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ 
serta murabahah dan ijarah.  
6.  Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya 
boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam 
musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi 
tidak dibayarkan. 
Kedua : Ketentuan Khusus 
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil 
dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan 
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 
Ketiga : Penyelesaian Perselisihan 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
Keempat : Ketentuan Penutup 
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
 
 Ditetapkan di :  Jakarta 
 Tanggal  :  24 Jumadil Akhir 1425 H 
 11     Agustus     2004 M 
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